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ABSTRAK 
Pesatnya pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk menimbulkan persoalan 
pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Pasal 33 Ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi dan air dan 
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satu upaya 
mewujudkan kemakmuran rakyat adalah dengan pemanfaatan kekayaan alam 
yang tersedia, termasuk air tanah. Air tanah memegang peranan penting dalam 
penyediaan kebutuhan air baku, industri, dan usaha perkotaan. Pemanfaatan air 
tanah dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah. 
Pengambilan air tanah secara tidak terkontrol menyebabkan penurunan kualitas 
dan kuantitas air tanah secara signifikan. Adapun yang menjadi rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana proses pemberian Izin Pengusahaan Air 
Tanah terhadap badan usaha swasta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi 
Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2017 ? 2). Bagaimana pengawasan yang 
dilakukan oleh instansi terkait berkaitan dengan pemberian Izin Pengusahaan Air 
Tanah di Provinsi Sumatera Barat ? Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian 
yang digunakan adalah yuridis sosiologis, pengumpulan data primer dilakukan 
melalui wawancara dengan Kasi Pengusahaan Air Tanah Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat. Data sekunder diperoleh dari 
penelitian kepustakaan, studi dokumen yang diperoleh dari Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil penelitian yang 
dilakukan didapati hasil bahwa proses perizinan air tanah sudah sesuai dengan 
perda yang ada. Sedangkan pengawasan sudah dilakukan namun belum maksimal. 
Kendala yang ditemukan diantaranya kurangnya kesadaran, kurangnya regulasi, 
tidak maksimalnya jumlah data, serta keterbatasan anggaran. Oleh karena itu 
penulis memiliki beberapa saran yaitu perlu segera dibentuk peraturan tentang air 
tanah secara sistematis serta peraturan teknis tentang pengawasan, peningkatan 
pengawasan, pemberharuan data, serta komitmen bersama dalam mengawasi 
perusahaan yang tidak memiliki izin. 
 
